GUBERNUR KALANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan capaian penyerapan
anggaran belanja bantuan keuangan di Kabupaten/Kota,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban  Belanja Bantuan  Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban  Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. MUKMIN
FAISYAL. HP, SH, MH sebagai Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
31);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
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20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban  Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian,
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor
54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24
Tahun 2013 tentang Tata Cara  Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
Nomor 14}, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ketentuan baru yakni
huruf f, sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap,
dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dan
memperhatikan beberapa hal :

a. untuk penyaluran Dana Tahap Pertama maksimal sebesar 25 % dari nilai
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi
dengan copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah diklarifikasi;

b. penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik dengan
ketentuan :

1. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik terdiri dari Tambahan
Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertanian Lapangan
dan kegiatan sejenis.

2. Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja
Bantuan Keuangan Non Spesifik.
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c. untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Spesifik tahap selanjutnya
disalurkan pada setiap awal triwulan yang bersangkutan masing-masing
sebesar 25 %;

d. untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap kedua
disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada penyaluran tahap
pertama mencapai 80%;

e. untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap ketiga
disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran
tahap pertama dan tahap kedua mencapai 90%; dan

f. Penyaluran Bantuan Keuangan Non Spesifik sebagaimana dimaksud dalam

huruf d dan huruf e yang menjadi Prioritas Pemerintah Provinsi dapat
dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006



